
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2OO7 NOMOR 12

i
i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 12 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAER.AH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2OO5

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

Ndenimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Penivakilan Rakyat Kabupaten Temanggung
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
lemanggung perlu disesuaikan ;

-
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Mengingat '. 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 4 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Peruvakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentarB
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentarg
Protokol (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembarrr
Negara Republik lndonesia Nomor 3363);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara Tambahan
Negara (Lembaran Negara Republik
tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor 4256);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003
Susunan dan Kedudukan Majelis
Rakyat, Dewan Penrvakilan Rakyat,
Peruakilan Daerah dan Dewan Penarakilan
Daerah (Lembaran Negara Republik
tahun 2003 Nomor 93, Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor 431 0);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran

6.

Republik lndonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara

2004 Nonr
Republik

Nomor a355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun
Pembentukan Peraturan
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(Lembaran Neggra. Republik Indonesia Tahun 2004Nomor s3, rambah;'a;;;;;I' n"srm Repubriklndonesia Nornor 43Bg);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangpemeriksaan pengetoiarn-d;;";;nggung 
JawabKeuangan Negara 

^qtembr;;; Negar.a Repubtiklndonesia tahun 
-200+ trtomor 06, tambahanLembaran Negara Repubtik injo"n".i, Nomor 4400);

B. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (1"*b;; ti"gara Repubtiktndonesia Tahun zoo'4 f,f"r"i' izs, TambahanLembaran Negara. Repuork- inj;;";l" Nomor 4437 \s e ba g a i m a n a te I ah^d i u b, h d 

". 
g 

"; 
i; ;;; ; :r.;l#JNomor 8 Tahun 200s i"rt"rri plr"Lorn peraturanpemerintah pengganti 

_Uno"ang;Iiang Nomor 3Tahun 2005 tenting perub;tri'"nru. 
Undano_undans Nomor i7 i;il" ;o;; ",#ilr;

pemerintahan 
_D_?":rh r.,"r;rji Undang_undang(Lemba ra n Neoara 

. 

nepuurit' r,riJone"sia ta h un 200sNomor r oa, rJmuarrarll;;il;' iiinrr" Repubtiklndonesia Nomor 4S4B); 
-'.'--'-" ''iu

9. Undang-undano Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimb_angan (euangan antara pemerintah pusatdan pemerintah^,^rTlrn'-1i".n'#rrn 
NegaraRepubtik lndonesia tahun )OO+--fVoror. 126,Tambahan Lembaran NA;r, tlJrorik tndonesiaNomor 4438);

10. Peraturan pemerintah No 62 Tahun 19g0 tentangKetentuan Keorotokolar_r*.n;;;"Tr,, 
Tempat,Tata Upacara dan.Tata p"rg'ti;;rtan 

llembaranNesara rahun l.eeo N;il;;"';;; rambahanLembaran Negara Nomor 3-Gi; 
vr,

1 1. Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2004 tentangKedudukan protokoter-J";' i;Jn;r'" pimpinandan Anggota Dewan p"*rtiiln'#rirr, 
Daerah
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(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepuHt
lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah d'iuU*r
beberapa kali terakhir dengan peraturat
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OOT tentarg
Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintaf,
Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan Oan Anggrffi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1t_em55ran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 irlomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndones&a
Nomor4T).

12. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2004 tentrarg
Pedoman Penyusunan peraturan Tata Tertil
Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 illomor g1"
Tambahan Lembaran Negara Republik lndones&a
Nomor 4417);

13. Peraturan Pemerintah No 5g Tahun 2005 tentarg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nega;
Republik lndonesia tahun 2005 Nomor i4f,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578).

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan penyebaduad
Peraturan Perundang-undangan.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nonra
4 Tahun 2005 tentang Kedudukan piotokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Penrvakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nonu
6 tahun 2006 tentang perubahan Atas peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
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r
l:

3Pjl, l"^l,"l,g Ked ud u kan protokoter 
da n Keua n ga nrrmptnan dan Anggota Dewan penn atitan R;ky"iDaerah KabuoaL-n i;;;;il]'" 1l"rbrr"nDaerah Kabuoate

lroroi'ol.''"uupatcn 
I emanggung Tahun 2006

Dengan persetujuan Bersama

DEWI|I. 
IFRWAKILAN MKYAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGOUT.TG- 
" "'

dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

lfrenetapkan, PEIIIUBANDAERAH.fIIIPATENTEMANGGUNG
TENTANG pERu BAHAI 

5ED uA ArAi}'itnru nnnrDAERAH KABupArErrr;egnrvccuili li,on on orAHUN 2005 
EryiANC_",.IeiluouKANpRoToKoLER DAN xeunNcnrrr prnrbiilar.r onNANGGOTA DEWAN 
__PERWAKILAN' MKYATDAERAH KABUPATEN TEMANE'GUilA',.

pasal 
1

fiererapa ketentuan jaram peraturan Daerah Kabupaten Temanggunglsrr'cr 4 Tahun 2005 tentang-["irol[r, prototiei-irn-K"rrng*ran-cinan dan Anggota d*;;--p;rwar<1an Rakyat Kabupaten
-enggung (a"rOT::-D1"f".n KaOupaten Temanggung Tahun 2005tcrcr 4) sebagaimana terah oiuul['-tengan pera[uran Daerah

ffitffit::ffii?lf no Nomo- o i"r,*'zooo ieniang E"i,[,n"n Atas
y*,,i,.,n;;,*kJ.iilf 

:I!"{i;:fl 'ts?#",#; iitTlrrr:?jB:f :iFer.'nakilan Rakyat Daerah Kril;;il'i"rrr,.ggung (Lembaran Daerahfieucaten Temanggung Tahun ,b,dil#r 6) diubah sebagai berikut:" 
f-fffii?l"lirT'ol,fll?l' 20a dan anska 20b diubah sehinssa
I3a. Tunjangan Komunikasi lntensif ar"pa Ja" E m p i n 

" 
n J, n ;';;;i,, $X* TJ,r,, JTS,"I, T:[il
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rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota
DPRD

20b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) dihapus sehingga pasal 10A berbunyi
sebagaiberikut:

Pasal 10A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain benlpa
Tunjangan Komunikasi lntensif.

3. Ketentuan pasal 14 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

(1) Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRII
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dala
ayat (1) terdiri atas tiga kelompok, yaitu :

a. Tinggi
b. Sedang
c. Rendah

(3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi
dimaksud ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi lntensif
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3
uang representasi Ketua DPRD.

(4) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi
dimaksud ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi lntensil
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (
kali uang representasi Ketua DPRD.

(5) Dalam hal kemampuan keuangan daerah rendah
dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi
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bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1

(satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan

keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Bupati.

4 Ketentuan Pasal 148 dan Pasal 14C dihapus

5 Ketentuan Pasal 14 D diubah menjadi pasal 148 sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 148

i1) Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 A dibayarkan terhitung mulaitanggal 1 Januari2007.

t Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyisebagai berikut:

Pasal 15

Penetapan ketentuan jumlah uang sebagaimana dimaksud pada
pasal 11, Pasal 11A, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 14A, dan
Pasal 148 diatur dengan Peraturan Bupati.

- Ketentuan Pasal 15A diubah sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15A

{1) Pajak Penghasilan Pasal2l Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan
pada APBD

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas
penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A
dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
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8. Diantara pasal 26 dan pasal 27 disisipkan 5 (lima) pasal baru yakni
Pasal 26A, Pasal 268, Pasal 26C, Pasal 26 D, dan Pasal 26E
sehingga [erbunyi sebagai,berikut:

Pasal 26A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasd
26, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasiond
Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A.

Pasal 268

(1) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penuniarg
Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264
disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketra
DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi selunlr
WakilKetua DPRD.

(2) Dalam hal kemampuan keuangan daerah sedang, Bela{a
Penunjang Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26f,
disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketn
DPRD ditambah 2 lz (dua seperdua) kali jumlah uang representai
seluruh Wakil Ketua DPRD.

(3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja
Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26A disediakan
banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1

(satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil
DPRD.

Pasal 26C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana
dalam Pasal 26A disediakan terhitung mulai diundangkannya
Daerah ini.

Pasal 26D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
dimaksud dalam Pasal 26A berdasarkan pertimbangan
pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
DPRD sehari-haridan tidak untuk keperluan pribadi.
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Pasal 26E

trengangguran dan . pertanggungjawaban penggunaan BelanjaFenunjang operasionar pimpinan se6agaimana dimilsud daram pasar
25A diatur dalam peraturan Bupati.

s- Ketentuan Pasal2S ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (3)
dan ayat (4) disisipkan satu ayaf yakni ayat (ba) seningga secara
keseluruhan pasal 28 berbunyi sebagai beri-kut:' v!

Pasal 28

(1) sekretaris DpRD menyusun beranja pimpinan dan anggota
DPRD yang terdiri.atas penghasilan, penerimaan lain, tunjJn-ganPPh Pasar 21. dan tunjangan kesejahteraan r"rt, berinjapenunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam
Rencana Kerja dan Anggaran saiuan kerja perangkat oaeran
sekretariat DpRD.

(2) Belanja pimpinan dan anggota DpRD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10, pasal 10A, pasal 20, pr"aiZZ, dan pasal 23
dianggarkan dalam pos DpRD.

(3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pasar 17, pasar 1g, pasairo, iasar 23,
Pasal 24, pasal 25, dan Belanja penunjang Kegiaian DPRD
sebagaimana dimaksud daram pasar 26 

'ryit 
1zi aianggarkan

dalam pos sekretariat DpRD yang diuarai-kan'ke daram jenis
belanja sebagai berikut:
a. Belanja pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

(3a)Belanja Penunjang operasionar pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud daram pasar 26A dianggaikan daram pos set<retariat
DPRD.

(4) sekretariat DpRD mengerora beranja DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang nenat<u.

i3- Diantara pasal 31 .dan 
pasat 32 dislsipkan i f.itry-pasaL yat<ni easat

3'lA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1) Pimpinan dan Anggota DiRD yang terah menerima Tunjangan
Komunikasi rntensif dan pimpinan bpRo yang terah menerima
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Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali
ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun
2004 sampai dengan tahun 2009.
Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif dan Dana
Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengna cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan
Komunikasi lntensif dan Dana Operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 1'1

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2007

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
Drs. M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
NOMOR 12

{2)

(3)
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2OO7

TENTANG

PERUBAI.{AN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 2OO5 TENTANG KEDUDUKAN

PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUATEN TEMANGGUNG

t PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tihun
2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan
kinerja Dewan Penrrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
9rn untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang oeilat<u.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tersebut, maka selain
penerimaan penghasilan yang selama iniditerima oleh pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung,
Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi
lntensif setiap bulan. Khusus kepada Pimpinan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung disediakan Belanja
Penunjang Operasional setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sehari-
hari.

Pemberian Tunjangan Komunikasi lntensif bagi pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
serta disediakannya Belanja Penunjang Operasional bagi pimpinan
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ll.

Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengilt

""-:-,T"::, i,, -:,":,,":;:"#"n remangsrs I
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuarpm il
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah{abup*n I
Temanggung difedukan karena adanya Peraturan Pemeririldr I
NomorTl iahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peratna L
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokfr I
B::r5;.rr"nan 

Pimpinan dan Ansgota Dewan Perwakilan * 
I


